BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan pada Bab 1V,

maka dapat disusun simpulan dan saran sebagaimana berikut:

A.

1.

Simpulan

Standar, tujuan dan sasaran kebijakan, dalam Peraturan Kapolri No 7 Tahun
2020 tentang Tata cara pemberian tunjangan Kkinerja bari anggota Polri telah
memiliki ukuran, indikator dan garis petunjuk yang jelas , tidak terlalu idealis,
mudah dicapai, tidak mempersulit dan dapat direalisasikan di seluruh
kesatuan kerja Polri. Isi dan makna yang tertuang sudah dapat dipahami
dengan baik. Standar, tujuan dan sasaran kebijakan memiliki hubungan yang
erat dengan disposisi/ sikap dari para pelaksana (implementors).

Sumber Daya dari hasil penelitian yang dilakukan dalam penerapan
pemberian tunjangan kinerja bagi PNS di Lemdiklat Polri, dilihat dari segi
sumber daya manusia, ditemukan sebagai berikut : a) belum ada personel
yang memegang khusus administrasi tunjangan kinerja, baik di bagian rekap
absensi kehadiran, verifikasi, perhitungan dan laporan. Masing-masing
personel memiliki tugas dan tanggungjawab pekerjaan lain yang dibebankan
kepadanya dan inilah salah satu penyebab terkendalanya pemberian
tunjangan kinerja tepat waktu, terjadinya kesalahan perhitungan dan adanya
penurunan kinerja; b) untuk sarana dan prasarana sudah mencukupi dan; c)
dukungan anggaran sudah terpenuhi. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh
pada keberhasilan penerapan pemberian tunjangan kinerja bagi PNS di
Lemdiklat Polri.

Karakteristik Organisasi dituangkan dalam Standard Operating Procedure
(SOP) dimana SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam
bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan
sasaran kebijakan, seyogyanya para pelaksana kebijakan dalam
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melaksanakan suatu kebijakan harus sesuai dengan SOP. Namun di
Lemdiklat Polri belum ada SOP pemberian tunjangan Kkinerja, masih
berpedoman pada SOP pusat dari Puskeu Mabes Polri.

Disposisi/ Sikap para Pelaksana dalam penerapan pemberian tunjangan
kinerja bagi PNS di Lemdiklat Polri masih menunjukkan bahwa pelaksana
kebijakan pada Lemdiklat Polri belum memiliki komitmen yang tinggi dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perkap Nomor 7
Tahun 2020 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi anggota Polri.
Hal ini diketahui masih sering terjadinya keterlambatan dalam pemberian
tunjangan kinerja setiap bulannya. Kondisi ini terjadi akibat keterlambatan
pelaksana kebijakan dalam menyampaikan rekapitulasi absensi kehadiran,
keterlambatan dalam proses pengajuan pemberian tunjangan kinerja dan lama
dalam pengesahan laporan pemberian tunjangan Kkinerja. Kondisi ini
menunjukkan bahwa perintah-perintah para pelaksana kebijakan belum
dilaksanakan dengan baik, inilah yang menyebabkan terjadinya kegagalan
dalam implementai kebijakan dikarenakan komitmen yang dilakukan belum
tegas melaksanakan sebuah kebijakan. Ketegasan dan komitmen dari para
pelaksana kebijakan ini menjadi tolak ukur dalam keberhasilan implementasi
kebijakan dalam pemberian tunjangan Kinerja di Lemdiklat Polri.
Komunikasi antar organisasi dalam penerapan pemberian tunjangan Kinerja
bagi PNS di Lemdiklat Polri masih mengalami hambatan dan kendala, karena
belum adanya komunikasi berupa kegiatan sosialisasi kepada pegawai
sebagai kelompok sasaran. Sosialisasi ini menjadi penting karena kelompok
sasaran guna memberi pemahaman dan pengetahuan terkait pemberian
tunjangan kinerja yang sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2020, sehingga
motivasi kinerja dan disiplin pegawai Lemdiklat Polri dapat terus meningkat
dan konsisten. Belum adanya pelatihan atau bimbingan teknis terkait tatacara
penyusunan SKP yang baik dan benar, menyebabkan dalam penyusunan SKP

masih bersifat subyektif dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari
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masing-masing pegawai. Dan hal ini menjadi salah satu penyebab dalam
menurunnya kinerja di Lemdiklat Polri.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah kondisi dimana kondisi
lingkungan eksternal yang turut berperan dalam mendorong keberhasilan
keberhasilan suatu kebijakan, dimana kondisi lingkungan eksternal yang
kondusif berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan berjalan

maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti

memberikan beberapa saran berkaitan dengan penerapan pemberian bagi

PNS di Lemdiklat Polri, sebagai berikut:

Sumber daya

a. Agar memaksimalkan fungsi Bag SDM Rorenmin Lemdiklat Polri dalam
mengatasi kurangnya sumber daya manusia dalam penerapan pemberian
tunjangan kinerja bagi PNS di Lemdiklat Polri dengan beberapa cara
yang dapat ditempuh, seperti:

1) Redistribusi dan perputaran pegawai antar unit kerja. Restribusi
pegawai ini dilakukan untuk mencapai penataan pegawai, dengan
melihat unit kerja mana yang berlebih dan unit kerja mana yang
masih mengalami kekurangan pegawai, untuk kemudian dilakukan
mutasi pegawai;

2) Optimalisasi pegawai yang ada sesuai dengan kebutuhan dan
kompetensi pegawai, misalnya dengan melakukan pembagian beban
kepada beberapa pegawai dengan tetap kebutuhan dan kompetensi
pegawai, misalnya dengan melakukan pembagian beban kerja
kepada beberapa pegawai dengan tetap mempertimbangkan

kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut.
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3) Penunjukkan verifikator dalam proses adminitrasi tunjangan kinerja
sebelum tunjangan kinerja tersebut diberikan kepada kelompok
sasaran.

b. Agar Bag Informasi dan Teknologi Rojianbang Lemdiklat Polri
mengoptimalkan sumber daya mesin/ alat terkait pemanfaatan jaringan
internet dan pembuatan sistem aplikasi presensi online dan e-SKP.

c. Agar Bag Logistik Rorenmin Lemdiklat Polri melakukan pengadaan alat
bantu seperti perangkat komputer dengan spesifikasi yang mumpuni, alat
presensi online dan printer dalam proses administrasi pemberian
tunjangan Kinerja.

Agar Karorenmin Lemdiklat Polri menyusun surat pernyataan atau

kesepakatan tertulis yang disahkan oleh Kalemdiklat Polri dalam mekanisme

administrasi pemberian tunjangan kinerja secara konsisten yang didalamnya
tercantum sanksi jika pelaksana kebijakan tidak mencapai target yang telah
ditetapkan.

Agar Bag SDM Rorenmin Lemdiklat Polri mengagendakan sosialisasi

minimal satu tahun sekali kepada kelompok sasaran kebijakan, mengingat

mutasi di Polri sering terjadi serta mengadakan pelatihan/ bimbingan teknis
dalam penyusunan SKP.

Karena pentingnya peningkatan kinerja dalam mendukung tercapainya tujuan

organisasi di Lemdiklat Polri, oleh karenanya Peneliti menyarankan agar

penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan.
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Informan 1

Lampiran

Transkip Wawancara

Nama : Brigjen Pol Drs. Mulia Ritonga, M.Si.

Jabatan : Karorenmin Lemdiklat Polri
Tanggal : 15 September 2023

Peneliti

Informan

Terkait dengan judul tesis yang saya tulis, saya melihat beberapa
aspek dari pemberian tunjangan kinerja di Lemdiklat Polri.
Terkait itu pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya
tanyakan ke bapak. Kebijakan itu pak, harus dilaksanakan oleh
para pelaksana kebijakan, nah untuk melaksanakan itu tentunya
mereka harus mengetahui pak, para implementor atau pelaksana
kebijakan tersebut. Nah terkait itu, kalau di unit Biro Renmin ini
pak, apa Kira-kira peran langsung terkait kebijakan tunjangan
Kinerja itu pak?

Baik, jadi kalau peran di Biro Renmin itu sebetulnya mungkin
yang paling besar porsinya ya..Peran dari Biro Renmin, pertama
harus memahami tentang peraturan Kapolri terkait pemberian
tunjangan kinerja itu sendiri. Karena semua harus paham dan
mampu memberikan gambaran kepada pimpinan dan staf di
Lemdiklat Polri di seluruh unit kerja bahwa supaya mereka
mendapatkan tunkin itu tidak hanya hak nya saja tetapi kewajiban
harus dipenuhi. Contoh tentang penghitungan beban kerjanya,
kemudian punya tidak standar kompetensi jabatan terus terkait
dengan kinerjanya. Jadi ini fungsi daripada temen-temen disetiap
unit untuk melihat itu Semua, nah kami akan menanyakan kalau
memang sudah sesuai, kinerjanya memang sesuai, tidak ada

kaitannya dengan hal-hal..misalnya kaitan disiplin. Karena kita
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tau bahwa tunjangan kinerja diberikan ada tiga komponen kan,
satu komponenya bicara integritas, ada dalam komponen
penilaian kinerja, dua bicara mengenai kinerja, ada pada produk
yang dihasilkan, tiga bicara mengenai kehadiran, kedisiplinan
masuk kerja. Tiga komponen ini harus bisa dibalut, dimana yang
menerima itu betul-betul beretika, punya perform sehingga
memang layak mendapatkan tunkin. Jadi tunkin itu diberikan
betul-betul azasnya adalah lebih diutamakan ke azas yang punya..
apa.. hasil, mencapai target. Peran kami disini adalah
memberikan sosialisasi, memberikan konseling, bahwa tunkin itu
bukan hak, Tunkin itu nilainya bisa berkurang, tergantung dari
tadi..faktor pengurangnya banyak, faktor integritas, faktor
Kinerja, faktor kehadiran. Itu jadi memang, kalau ibu Rita tadi
menyebutkan bahwa tunkin itu memang hak dan kewajiban, tapi
sebagaian besar orang melihat tunkin itu sebagai hak, sehingga
kalau terpotong mereka..protes. Padahal kenapa kita potong, jelas
disitu..ya absen, kinerjanya. ya itu. Peran kami itu. Artinya pak,
secara substansi kebijakan itu..ee sasaran kebijakan ini, dalam
artian seluruh tunkin? Informan Ya betul pegawai, harus
memahami filosofi dari kebijakan dari pemberian Tunkin.
sebenarnya standar, tujuan dan sasaran sudah jelas tergambar dan
tertuang pada Perkap itu, menurut saya sudah realistis, tidak
terlalu yang idealis sekali ya...masih bisa dimengerti dan
dijangkau oleh kami para pelaksana kebijakan tersebut di
Lemdiklat Polri...yaa sudah berjalan baik pemberian tunjangan
kinerja ini, diberikan kepada yang berhak menerima dengan
melihat kinerjanya, absensi kehadirannya. tunjangan Kkinerja
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada anggota
Polri atas keberhasilannya dalam mereformasi birkorasi di tubuh

Polri, dimana pemberian tunjangan kinerja ini berdasarkan kelas
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jabatan yang dimiliki pegawai yang bersangkutan dengan
didukung data kehadiran dan penilaian kinerja dari
Kasatkernya...yaa untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik
lagi

Trus menurut Bapak, Karakteristik pegawai Lemdiklat Polri itu
seperti apa ya pak?

Pegawai disini itu harus diawasi terus, karena tipe pegawai disini
sangat dipengaruhi dengan pimpinan yang tegas dan ketat dalam
penerapan suatu kebijakan...kadang seperti ketat di awal saja,
pas sudah lama, tidak termonitor lagi karena sudah dianggap
biasa dan rutinitas...akhirnya ya gak efektif karena dianggap
biasa alias elek-elekan. Sebenarnya standar, tujuan dan sasaran
sudah jelas tergambar dan tertuang pada Perkap itu, menurut saya
sudah realistis, tidak terlalu yang idealis sekali ya...masih bisa
dimengerti dan dijangkau oleh kami para pelaksana kebijakan
tersebut di Lemdiklat Polri...yaa sudah berjalan baik pemberian
tunjangan kinerja ini, diberikan kepada yang berhak menerima
dengan melihat kinerjanya, absensi kehadirannya

Oohh iyaaa, nah sejauh ini pak, secara umum bapak melihat
apakah mereka sudah memahami? dalam artian ketika ada
pemotongan, mereka tidak..tidak protes karena tau bahwa,
dipotong itu karena ada komponen yang memang tidak terpenuhi
secara seratus persen?

Saya yakin sosialisasi sudah dilakukan ketika peraturan itu terbit
di seluruh satuan wilayah, termasuk Lemdiklat Polri. Sering kita
sampaikan tentang tunjangan kinerja ini pas apel pagi, siapa yang
berhak menerima dan apa yang harus dipenuhi agar dapat
menerima tunjangan Kinerja ini...untuk SOP sudah ada dari
Puskeu Polri, kita bisa merujuk kesana...tujuan dan sasaran

kebijakan juga sudah ada, tidak mungkin kita menerima tidak ada
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tujuannya kan, setahu saya ini karena hasil reformasi birokrasi
yang dilakukan Polri tahun 2010 lalu, hasilnya bagus..bahwa
pemberian tunjangan kinerja ini bukan hak, melainkan ada
kewajiban yang harus dipenuhi dan persyaratan apa sehingga bisa
menerima tunkin sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perkap
tersebut. Terkait pemotongan, harusnya mereka sudah mengerti,
namun ketika ini ditegakkan, ada semacam tidak rela karena
merasa itu hak yang diterima. Akhirnya jadi masa bodo dan
malas, bukannya semakin rajin. Nah untuk komponen penilaian,
untuk pegawai negeri sipil, digunakan data PPK atau SKP, tapi
pelaksanaannya, kami masih menggunakan absensi kehadiran
untuk pemberian tunjangan Kinerja. Sering Kita sampaikan
tentang tunjangan kinerja ini pas apel pagi, siapa yang berhak
menerima dan apa yang harus dipenuhi agar dapat menerima
tunjangan kinerja ini...untuk SOP sudah ada dari Puskeu Polri,
kita bisa merujuk kesana...tujuan dan sasaran kebijakan juga
sudah ada, tidak mungkin kita menerima tidak ada tujuannya kan,
setahu saya ini karena hasil reformasi birokrasi yang dilakukan
Polri tahun 2010 lalu, hasilnya bagus

Artinya pak, untuk teknis bagaimana pegawai itu bisa menyusun
SKP, satu bahwa..ini belum bagaimana mereka menilai SKP, itu
lebih besar diharapkan peran dari .unit yang di eselon satu yang
punya fungsi kepegawaian, untuk menyampaikan itu?
Yaa..sebetulnya kalo SKP itu kan..hmm.kewajiban ya, setiap
pegawai ya untuk melaporkan apa yang sudah dia kerjakan,
pertanggungjawaban yang bersangkutan tu terhadap gaji yang
sudah diterima ya..jadi peran daripada unit, terutama yang
ee..setditjen nya atau sesitjen nya itu fungsinya itu hanya untuk
memantau saja, dan..apa namanya..menginfokan..kamu siap buat

SKP semesteran karena belom di data kami.jadi itu, hanya
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sebagai bentuk pengawasan saja ya..karena bisa jadi si pegawai
itu kan saking sibuknya mengerjakan sesuatu sehingga memang
entah lupa, entah tidak ada waktu dan sebagainya, nah ini fungsi
dari pembinaan dari masing-masing biro untuk menginfokan, tapi
bukan berarti nanti yang membuat SKP nya itu orang lain atau
bagian dari itu, tetep pegawai yang bersangkutan.itu.

Siap Bapak, ijin yang saya amati, ee terkait SKP, penyusunan
SKP terutama pak..masih banyak juga pegawai yang pada saat-
saat awal itu.kesulitan pak untuk menyusun itu, tidak tahu seperti
apa, bahan apa yang diperlukan untuk menyusun itu, kemudian
menghitung outputnya seperti apa, kemudian targetnya seperti itu
pak..nah saya pada akhirnya kan memang itu adalah tugas dari
pegawai masing-masing, Cuma terkait penyusunan itu kan ada
petunjuk teknis yang sudah dibuatkan oleh pemerintah, nah
tinggal lagi bagaimana peraturan itu bisa disampaikan kepada
pegawai-pegawai tersebut.

Sebetulnya kita pernah melakukan sosialisasi, jadi Kita juga bisa
nanti..ee..misalkan ada dari biro masing-masing membutuhkan
sosialisasi dan sebagainya, kami siap hadir atau bisa langsung
datang ke Bag SDM Rorenmin, kami siap mengajari. Dalam arti,
nanti ee..tim dari Bag SDM, nanti tidak harus banyak ya..satu
orang udah cukup, itu untuk menjelaskan bagaimana cara
mengisi, teknis pengisian SKP. Jadi ya..asumsinya kami sekarang
tinggal..apa, mendapatkan..apa namanya..permintaan dari setiap
unit eselon satu, dari Biro ya terutama kepada kami..misalnya
sosialisasi terkait dengan pengisian SKP sendiri.

Oke..kemudian ini pak terkaisosialisasi itu apakah bentuknya
cuma ceramah dalam..apa..dalam bentuk ceramah gitu pak atau
ada semacam pendampingan pegawai di unit eselon satu yang

memang menangani bagian kepegawaian langsung gitu lo pak?
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misalnya  untuk..walaupun hanya  untuk beberapa
pak..didampingi misalnya.

Yaa..tergantung..sasaran kita. Tidak selalu aa..apa, tadi bapak
sampaikan, hanya mendengar saja dan sebagainya.kita juga
adakan simulasi, ya tergantung sasaran..kita mau apa sih..
Tergantung targetnya gitu.

Amm ee, betul.

Ya ini terkait SKP lagi pak..ee..memang kan di latar belakang
penelitian saya itu kan, saya melihat ada..ada persoalan terkait
penyusunan SKP gitu pak..dan itu saya dukung dengan data dari
hasil evaluasi dari Biro SDM pak terkait SKP..tahun 2016
memang sih pak.. (Peneliti membuka dokumen laporan evaluasi
kerja Biro SDM)..disini pak, dari hasil evaluasi kinerja..kerja
Biro SDM terkait..ee..evaluasi SKP pada semester pertama 2016,
itu masih..masih banyak yang tidak sesuai.disini pak..nah ini
maksudnya tidak sesuai itu seperti apa pak?..pengen tau saja gitu
pak

Ya..kan contoh penghitungan target capaian kerjanya, tidak
sesuai dengan yang kita ingin kan, out put nya..kan bicara semua
mengenai itu ya..ada yang menyebutkan ini ee..per tahun, dalam
bentuk tahun, ada yang dalam bentuk bulan ya..nah itu yang
sebetulnya ee..ya..artinya kalau kita sepakat ini dalam satu tahun,
kemudian diminta untuk jadi semesteran ya..kan bisa saja
pekerjaan yang satu tahun itu, enam bulan sampai dimana, aa..itu
kadang-kadang mereka-mereka itu tetap ngisinya yang setahun,
nanti kalau gitu enam bulan berikutnya ngapaian. Ya jadi, sebuah
pekerjaan itu, yang dalam satu tahun itu ya..menghasilkan output
ini, untuk enam bulan pertama itu apa hasilnya..nah itu pasti ada
juga capaiannya sudah berapa persen untuk enam bulan. Jadi,

mereka itu.yang mungkin belum paham itu, pertama,
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kemungkinan nya mereka tidak mendapatkan pengarahan dari
bagian kepegawaian yang pernah atau ikut sosialisasi kita, atau
memang mereka itu..ya..dengan pemahaman mereka, saya harus
isi ini..itu. Nah jadi, itu yang nantinya akan menyulitkan analisis
dari masing-masing unit, misalkan nanti untuk disetiap eselon
satu kan ada sesditjennya, nah itu, nantinya kedepanya misalnya
pemberian apa reward nya lagi..atau apa, punishmentnya apa kok
ini kurang dan sebagainya. Kalau dengan satu basis laporan yang
sama itu kan mudah. Jadi, kemungkinannya adalah pertama yang
bersangkutan tidak mendapatkan informasi ya..dari, entah dari
bagian kepegawaiannya ya..atau dari Biro SDM juga kurang
clear ya..kemudian yang kedua ya memang
kekeh..kekekehannya..istilahnya wah saya mau mengisi begini
pokoknya..

Menanfsirkan sendiri gitu pak..

Heeg eh..menafsirkan sendiri

Oke pak.nah terus pak..ini jumlah pegawai ya pak, di Lemdiklat
Polri pak

Data per bulan Januari tahun 2023 ada 452 personel, melebihi
dari jumlah DSP yang seharusnya, dimana komposisi terdiri dari
335 anggota Polri dan 117 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
Dalam memberikan pendampingan untuk penghitungan tunkin,
nah itu apakah mereka diberikan semacam surat sebagai dasar
kewenangan mereka pak atau itu sudah melekat sesuai dengan
tupoksinya?

Melekat pak, sesuai dengan tupoksi unitnya. Disini itu harus
diawasi terus, karena tipe pegawai disini sangat dipengaruhi
dengan pimpinan yang tegas dan ketat dalam penerapan suatu
kebijakan...kadang seperti ketat di awal saja, pas sudah lama,

tidak termonitor lagi karena sudah dianggap biasa dan
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rutinitas...akhirnya ya gak efektif karena dianggap biasa alias
elek-elekan

Kemudian pak, terkait dana pak, terkait anggaran, untuk
melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan ini pak, apakah sejauh
ini sudah memadai pak?

Belum dianggarkan untuk sosialisasi ini, mungkin tahun depan
bisa diusulkan karena rasanya perlu juga untuk merelaksasi
tentang kebijakan ini, agar diingatkan kembali tujuan dari
pemberian tunjangan kinerja ini.

Kemudian, terkait pelaksanaan tugas dari pegawai Yyang
menangani langsung terkait program tunkin ini pak, sejauhmana
pak, bapak melihat kesungguhan mereka pak? artinya mereka
melakukannya dengan penuh motivasi dengan penuh semangat,
sesuai dengan aturan yang ada

Sepengetahuan saya selama ini, awal-awal karena proses
pembelajaran kan, arus ada adaptasi dulu, tapi alhamdulillah
kalau saya lihat disetiap unit, itu Sudah melaksanakan dengan
bagus. Kita sepakat bahwa pemberian tunkin itu Per langgal 20,
kecuali kalau ada faktor X ya misalkan anggaran dan itu diluar
kemampuan kita. Nah berarti untuk itu unit yang menangani ini
harus sudah bekerja sebelum tanggal 20 ya, bagaimana
koordinasinya dengan kami-kami di Bag pada Biro Renmin
Lemdiklat Polri, bagaimana mereka mengolahnya, mereka
mengirimkan ke keuangannya dan sebagainya, sejauh ini saya
lihat alhamdulillah ya sudah bagus, dalam artian apakah ini
karena masalah uang, jadi nantinya mereka bisa dimaki-maki
kalau terlambat, padahal keterlambatan itu kan belum tentu
mereka yang lelet, mereka yang tidak cepat dalam melakukan
tugasnya, ada faktor X lain misalkan, contoh anggarannya masih

belum juga cair, dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya harusnya
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mereka paham, tapi mudah- mudahannya selama ini kan masih
lancar-lancar, itu juga hasil kerja bagus teman-teman di masing-
masing Bag dan urusan keuangan.

Kemudian ini pak, terkait SKP, terkait penghitungan tunkin,
terkait pencairan, nah itu ada gak pak semacam pedoman detil
gitu pak, untuk melakukan itu, misalnya dalam menyusun SKP,
apa saja yang dilakukan, waktu berapa hari?

Ya untuk mengimplementasikan kebijakan tunkin, Kita
mengacunya ke Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2020, di dalam
Perkap itu kan sudah tergambar jelas ya..berapa besarnya,
bagaimana penilaian, penghitunganya. tunjangan kinerja adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada anggota Polri atas
keberhasilannya dalam mereformasi birkorasi di tubuh Polri,
dimana pemberian tunjangan kinerja ini berdasarkan kelas
jabatan yang dimiliki pegawai yang bersangkutan dengan
didukung data kehadiran dan penilaian Kinerja dari
Kasatkernya...yaa untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik
lagi

Nah terus pak, mendengar penjelasan bapak tadi, saya melihat
bahwa pelaksanaan kebijakan ini melibatkan banyak unit kerja,
artinya ada pendelegasian wewenang, ada pembagian tugas, nah
sejauh ini pak, koordinasi terkait itu seperti apa pak?

Ya, koordinasi nya sudah bagus misalnya terkait absen, setiap
bulan selalu dilakukan konfirmasi terkait kehadiran sebagai salah

satu komponen penghitungan tunkin.
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Mohon ijin Bapak, terkait dengan penelitian tesis saya yang
berjudul penerapan pemberian tunjangan kinerja di Lemdiklat
Polri, analisis ketersesuaian dengan Perkap Nomor 7 Tahun
2020, saya lihat ada beberapa aspek yang ingin saya tanyakan.
Sebelumnya apa bisa Bapak gambarkan bagaimana pelaksanaan
kebijakan tersebut di Lemdiklat Polri Pak?

Baik, sedikit saya akan menjelaskan bahwa pemberian tunjangan
Kinerja itu bahwa tunjangan kinerja itu berasal dari penilaian
kinerja kita yang dinilai baik olen Menpan RB. Dari sana
dievaluasi bahwa pemberian tunjangan kinerja ini juga untuk
menambah motivasi dan meningkatkan produktivitas para
anggota Polri serta diharapkan mampu menimilisir tindakan
korupsi.

Bagaimana dengan anggota Lemdiklat Polri yang mengawaki
penerapan Perkap tersebut pak? Apakah ada staf yang ditugaskan
khusus untuk menangani administrasi tunjangan kinerja ini?
untuk kekuatan SDM sendiri di Lemdiklat Polri, sangat terbatas,
artinya hanya orang tertentu yang memiliki keahlian dan
kompetensi yang bisa mengerjakan kebijakan ini. Kami dengan
jumlah SDM yang sangat terbatas, berusaha sebaik mungkin
memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada anggota
Lemdiklat Polri. Kita disini saling bahu membahu dalam
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menyelesaikan pekerjaan, tidak ada tupoksi khusus kepada salah
satu personel, karena dikhawatirkan ketika dia sakit atau ijin.
Maka akan terbengkalai pekerjaan tersebut. Oleh karena nya,
saya mengambil kebijakan agar semua personel disini paham dan
mampu melaksanakan pekerjaan SDM.

Lalu bagaimana dengan personel yang malas dalam bekerja?
Sering ijin, terlambat dan kurang motivasi dalam bekerja? Apa
yang dilakukan bag SDM dalam membina personel tersebut?
Tentunya tugas kami mba dalam membina mereka, salah satunya
kami sudah proses beberapa personel yang tidak masuk tanpa
keterangan di tahun lalu dan tahun ini, kami harus tegas...sudah
tidak bisa dibina, sulit, memang sudah karakter...ada juga yang
masih bisa dinasehati, dipanggil dan ditanya kenapa alasan jarang
masuk kantor...kamipun berusaha memberikan konselling
kepada personel yang bermasalah agar lebih baik sebelum
dijatuhi hukuman disiplin.

Bagaimana dengan sikap dari pelaksana kebijakan tertinggi?
Karena dalam implementasi peraturan yang ada, sangat
diperlukan peranan pimpinan.

kebijakan sangat dipengaruhi ketegasan dari Pimpinan tertinggi,
ketika pimpinan lemah terhadap pengawasan, maka kebijakan
tersebut tidak akan terlaksana dengan baik.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, apakah ada SOP yang
mengaturnya pak? Dimana kita bekerja tentunya berdasarkan
SOP agar target yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan baik.
SOP khusus untuk pembayaran tunjangan kinerja belum ada di
Lemdiklat Polri, namun kami bisa melihat dar Perkap tersebut
dan Jukrah dari Mabes Polri, dalam hal ini Puskeu. Untuk

mekanismenya bisa ditanyakan langsung ke bagian keuangan ya.
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Pada awal pemberian tunjangan kinerja, pasti ada alasan kenapa
ini diberikan dari Pemerintah, nah bagaimana tujuannya apa ya
Pak, kok bisa tunjangan kinerja diberikan kepada Polri?

ya untuk meningkatkan disiplin diri, memaksimalkan pelayanan
dan kompetensi agar lebih profesional.

Nah sejauh ini pak, secara umum bapak melihat apakah mereka
sudah memahami?, dalam artian ketika ada pemotongan, mereka
tidak..tidak protes karena tau bahwa, dipotong itu karena ada
komponen yang memang tidak terpenuhi secara seratus persen?
Saya yakin sosialisasi sudah dilakukan ketika peraturan itu terbit
di seluruh satuan wilayah, termasuk Lemdiklat Polri. Bahwa
pemberian tunjangan kinerja ini bukan hak, melainkan ada
kewajiban yang harus dipenuhi dan persyaratan apa sehingga bisa
menerima tunkin sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perkap
tersebut. Terkait pemotongan, harusnya mereka sudah mengerti,
namun ketika ini ditegakkan, ada semacam tidak rela karena
merasa itu hak yang diterima. Akhirnya jadi masa bodo dan
malas, bukannya semakin rajin. Nah untuk komponen penilaian,
untuk pegawai negeri sipil, digunakan data PPK atau SKP, tapi
pelaksanaannya, kami masih menggunakan absensi kehadiran
untuk pemberian tunjangan kinerja.

Artinya pak, untuk teknis bagaimana pegawai itu bisa menyusun
SKP, satu bahwa..ini belum bagaimana mereka menilai SKP, itu
lebih besar diharapkan peran dari .unit yang di eselon satu yang
punya fungsi kepegawaian, untuk menyampaikan itu?
Yaa..sebetulnya kalo SKP itu kan..hmm.kewajiban ya, setiap
pegawai ya untuk melaporkan apa yang sudah dia kerjakan,
pertanggungjawaban yang bersangkutan tu terhadap gaji yang
sudah diterima ya..jadi peran daripada unit, terutama yang

ee..setditjen nya atau sesitjen nya itu fungsinya itu hanya untuk
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memantau saja, dan..apa namanya..menginfokan..kamu siap buat
SKP semesteran karena belom di data kami.jadi itu, hanya
sebagai bentuk pengawasan saja ya..karena bisa jadi si pegawai
itu kan saking sibuknya mengerjakan sesuatu sehingga memang
entah lupa, entah tidak ada waktu dan sebagainya, nah ini fungsi
dari pembinaan dari masing-masing biro untuk menginfokan, tapi
bukan berarti nanti yang membuat SKP nya itu orang lain atau
bagian dari itu, tetep pegawai yang bersangkutan.itu.

Siap Bapak, ijin yang saya amati, ee terkait SKP, penyusunan
SKP terutama pak..masih banyak juga pegawai yang pada saat-
saat awal itu.kesulitan pak untuk menyusun itu, tidak tahu seperti
apa, bahan apa yang diperlukan untuk menyusun itu, kemudian
menghitung outputnya seperti apa, kemudian targetnya seperti itu
pak..nah saya pada akhirnya kan memang itu adalah tugas dari
pegawai masing-masing, Cuma terkait penyusunan itu kan ada
petunjuk teknis yang sudah dibuatkan oleh pemerintah, nah
tinggal lagi bagaimana peraturan itu bisa disampaikan kepada
pegawai-pegawai tersebut.

Sebetulnya kita pernah melakukan sosialisasi, jadi kita juga bisa
nanti..ee..misalkan ada dari biro masing-masing membutuhkan
sosialisasi dan sebagainya, kami siap hadir atau bisa langsung
datang ke Bag SDM Rorenmin, kami siap mengajari. Dalam arti,
nanti ee..tim dari Bag SDM, nanti tidak harus banyak ya..satu
orang udah cukup, itu untuk menjelaskan bagaimana cara
mengisi, teknis pengisian SKP. Jadi ya..asumsinya kami sekarang
tinggal..apa, mendapatkan..apa namanya..permintaan dari setiap
unit eselon satu, dari Biro ya terutama kepada kami..misalnya
sosialisasi terkait dengan pengisian SKP sendiri.

Oke..kemudian ini pak terkaisosialisasi itu apakah bentuknya
cuma ceramah dalam..apa..dalam bentuk ceramah gitu pak atau
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ada semacam pendampingan pegawai di unit eselon satu yang
memang menangani bagian kepegawaian langsung gitu lo pak?
misalnya  untuk..walaupun hanya  untuk beberapa
pak..didampingi misalnya.

Yaa..tergantung..sasaran kita. Tidak selalu aa..apa, tadi bapak
sampaikan, hanya mendengar saja dan sebagainya.kita juga
adakan simulasi, ya tergantung sasaran..kita mau apa sih..
Tergantung targetnya gitu

Amm ee, betul

Ya ini terkait SKP lagi pak..ee..memang kan di latar belakang
penelitian saya itu kan, saya melihat ada..ada persoalan terkait
penyusunan SKP gitu pak..dan itu saya dukung dengan data dari
hasil evaluasi dari Biro SDM pak terkait SKP..tahun 2016
memang sih pak.. (Peneliti membuka dokumen laporan evaluasi
kerja Biro SDM)..disini pak, dari hasil evaluasi kinerja..kerja
Biro SDM terkait..ee..evaluasi SKP pada semester pertama 2016,
itu masih..masih banyak yang tidak sesuai.disini pak..nah ini
maksudnya tidak sesuai itu seperti apa pak?..pengen tau saja gitu
pak

Ya..kan contoh penghitungan target capaian kerjanya, tidak
sesuai dengan yang kita ingin kan, out put nya..kan bicara semua
mengenai itu ya..ada yang menyebutkan ini ee..per tahun, dalam
bentuk tahun, ada yang dalam bentuk bulan ya..nah itu yang
sebetulnya ee..ya..artinya kalau kita sepakat ini dalam satu tahun,
kemudian diminta untuk jadi semesteran ya..kan bisa saja
pekerjaan yang satu tahun itu, enam bulan sampai dimana, aa..itu
kadang-kadang mereka-mereka itu tetap ngisinya yang setahun,
nanti kalau gitu enam bulan berikutnya ngapaian. Ya jadi, sebuah
pekerjaan itu, yang dalam satu tahun itu ya..menghasilkan output

ini, untuk enam bulan pertama itu apa hasilnya..nah itu pasti ada
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juga capaiannya sudah berapa persen untuk enam bulan. Jadi,
mereka itu..yang mungkin belum paham itu, pertama,
kemungkinan nya mereka tidak mendapatkan pengarahan dari
bagian kepegawaian yang pernah atau ikut sosialisasi kita, atau
memang mereka itu..ya..dengan pemahaman mereka, saya harus
isi ini..itu. Nah jadi, itu yang nantinya akan menyulitkan analisis
dari masing-masing unit, misalkan nanti untuk disetiap eselon
satu kan ada sesditjennya, nah itu, nantinya kedepanya misalnya
pemberian apa reward nya lagi..atau apa, punishmentnya apa kok
ini kurang dan sebagainya. Kalau dengan satu basis laporan yang
sama itu kan mudabh. Jadi, kemungkinannya adalah pertama yang
bersangkutan tidak mendapatkan informasi ya..dari, entah dari
bagian kepegawaiannya ya..atau dari Biro SDM juga kurang
clear ya..kemudian yang kedua ya memang
kekeh..kekekehannya..istilahnya wah saya mau mengisi begini
pokoknya..

Menanfsirkan sendiri gitu pak..

Heeg eh..menafsirkan sendiri

Oke pak.nah terus pak..ini jumlah pegawai ya pak, di Lemdiklat
Polri pak

Data per bulan Januari tahun 2023 ada 452 personel, melebihi
dari jumlah DSP yang seharusnya, dimana komposisi terdiri dari
335 anggota Polri dan 117 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
Dalam memberikan pendampingan untuk penghitungan tunkin,
nah itu apakah mereka diberikan semacam surat sebagai dasar
kewenangan mereka pak atau itu sudah melekat sesuai dengan
tupoksinya?

Melekat pak, sesuai dengan tupoksi unitnya
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Kemudian pak, terkait dana pak, terkait anggaran, untuk
melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan ini pak, apakah sejauh
ini sudah memadai pak?

Belum dianggarkan untuk sosialisasi ini, mungkin tahun depan
bisa diusulkan karena rasanya perlu juga untuk merelaksasi
tentang kebijakan ini, agar diingatkan kembali tujuan dari
pemberian tunjangan kinerja ini.

Kemudian, terkait pelaksanaan tugas dari pegawai Yyang
menangani langsung terkait program tunkin ini pak, sejauhmana
pak, bapak melihat kesungguhan mereka pak? artinya mereka
melakukannya dengan penuh motivasi dengan penuh semangat,
sesuai dengan aturan yang ada

Sepengetahuan saya selama ini, awal-awal karena proses
pembelajaran kan, arus ada adaptasi dulu, tapi alhamdulillah
kalau saya lihat disetiap unit, itu Sudah melaksanakan dengan
bagus. Kita sepakat bahwa pemberian tunkin itu Per langgal 20,
kecuali kalau ada faktor X ya misalkan anggaran dan itu diluar
kemampuan kita. Nah berarti untuk itu unit yang menangani ini
harus sudah bekerja sebelum tanggal 20 ya, bagaimana
koordinasinya dengan kami-kami di Bag pada Biro Renmin
Lemdiklat Polri, bagaimana mereka mengolahnya, mereka
mengirimkan ke keuangannya dan sebagainya, sejauh ini saya
lihat alhamdulillah ya sudah bagus, dalam artian apakah ini
karena masalah uang, jadi nantinya mereka bisa dimaki-maki
kalau terlambat, padahal keterlambatan itu kan belum tentu
mereka yang lelet, mereka yang tidak cepat dalam melakukan
tugasnya, ada faktor X lain misalkan, contoh anggarannya masih
belum juga cair, dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya harusnya

mereka paham, tapi mudah- mudahannya selama ini kan masih
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lancar-lancar, itu juga hasil kerja bagus teman-teman di masing-
masing Bag dan urusan keuangan.

Kemudian ini pak, terkait SKP, terkait penghitungan tunkin,
terkait pencairan, nah itu ada gak pak semacam pedoman detil
gitu pak, untuk melakukan itu, misalnya dalam menyusun SKP,
apa saja yang dilakukan, waktu berapa hari?

Ya untuk mengimplementasikan kebijakan tunkin, Kita
mengacunya ke Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2020, di dalam
Perkap itu kan sudah tergambar jelas ya..berapa besarnya,
bagaimana penilaian, penghitunganya.

Nah terus pak, mendengar penjelasan bapak tadi, saya melihat
bahwa pelaksanaan kebijakan ini melibatkan banyak unit kerja,
artinya ada pendelegasian wewenang, ada pembagian tugas, nah
sejauh ini pak, koordinasi terkait itu seperti apa pak?

Ya, koordinasi nya sudah bagus misalnya terkait absen, setiap
bulan selalu dilakukan konfirmasi terkait kehadiran sebagai salah

satu komponen penghitungan tunkin.
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Sore Bapak, mohon ijin. Terima kasih atas waktunya. Tentang
pendidikan yng sedang saya ambil saat ini, sedang melakukan
penelitian. dan terkait dengan judul tesis yang saya tulis, saya
melihat beberapa aspek dari pemberian tunjangan Kinerja di
Lemdiklat Polri. Menurut bapak apakah bapak memahami isi
dari Perkap Nomor 7 Tahun 2020?

Oh itu, itu tentang tata cara pemberian tunjangan Kkinerja kan?
Saya tahu itu walaupun tidak terlalu hapal isinya. Intinya
peraturan tersebut mengatur regulasi pemberian tunjangan
kinerja bagi anggota Polri termasuk PNS di dalamnya. Apa saja
yang harus dilaksanakan jika ingin diberikan tunjangan kinerja.
Dan ada juga pasal tentang pemotongan tunjangan Kinerja bagi
yang tidak menjalani dengan baik.

Menurut Bapak isi dari Perkap tersebut dapat diukur tidak?
Jelaskan.

Sangat bisa diukur mba, isinya mudah dipahami dan mudah
diimplementasikan di setiap Satker Mabes Polri dan jajarannya.
Lalu pak, terkait implementasi tersebut, kan ada syarat dalam
pemberian tunjangan kinerja yaitu absensi kehadiran dan
penilaian kinerja. Menurut bapak bagaimana nih mekanisme

yang dilaksanakan di Lemdiklat Polri?
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Dalam urusan administrasi rekap absensi kehadiran atau
kordinasi dengan pihak provost, yang untuk pemberian tunjangan
Kinerja, kadang saya dibantu oleh Kaurmin SDM atau stafnya,
pokoknya yang saat itu hadir atau standby. Dan belum ada
perhitungan SKP seperti apa yang dikaitkan dengan pemberian
tunjangan Kinerja, saat ini kami hanya mengumpulir absensi saja,
dicocokkan dengan siapa yang cuti atau sakit, kemudian
diberikan ke bagian keuangan untuk diberikan tunjangan
Kinerjanya.

Jadi tidak ada staf khusus yang mengawaki adminitrasi tunjangan
Kinerja ini ya pak?

Kami kekurangan orang mba, jadi ya yang ada aja
dimaksimalkan mba. Makanya terkadang kami terlambat, karena
salah satunya ini. Tidak ada SDM yang mengawakinya.
Bagaimana dengan penyusunan SKP pak, kan didalam Perkap
tertuang tentang penilaian Kinerja, nah untuk PNS kan
menggunakan SKP, Apakah hal ini sudah dilaksanakan dalam
pemberian tunjangan kinerja?

SKP untuk PNS Polri ini baru sebagai kelengkapan saja, selama
ini belum menjadi sesuatu yang dituntut. Sementara tadi disiplin
kehadiran menjadi tolak ukur, absensi apel pagi. Kalau SKP
sementara ini belum menjadi tolak ukur yang sebenarnya dalam
pemberian tunjangan kinerja. Kalau itu benar-benar dikejar
outputnya, mungkin akan banyak pegawai yang kepotong
tunjangan Kinerjanya.

Lalu untuk lingkungan ekonomi, sosial dna politik, apakah
berpengaruh pak dalam pemberian tunjangan Kkinerja di
Lemdiklat Polri?

sebenernya kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik tidak
terlalu mempengaruhi kebijakan pemberian tunjangan kinerja
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bagi Polri sih...karen tunjangan kinerja diberikan atas
pencapaian Polri dalam mereformasi birokrasi yang ada di tubuh
Polri itu sendiri...tidak terlalu terdampak pada kondisi
lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Terkait untuk kebijakan tunkin ini pak, tentunya itu kan harus
disosialisasikan kepada pelaksana langsung atau kepada pegawai
gitu yang akan menjadi sasaran dari kebijakan, sejaunmana pak
melakukan sosialisasi atau penyampaian informasi terkait
kebijakan tunkin pak?

Ya, di bidang kepegawaian saya kira, ada beberapa kegiatan itu,
diantaranya bagaimana sih cara mengisi form tukin itu, kan harus
dipahamkan dulu. Yang kedua, juga di kepegawaian itu sudah
tercatat apa saja sih pekerjaan setiap pegawai yang harus di
kerjakan. Nah, yang berikutnya kita juga akan melakukan
penilaian sampai dimana pekerjaan itu bisa diselesaikan, tapi
sebelum itu, hal-hal yang terkait dengan pemahaman, apakah itu
sosialisasi yang lain beberapa kali sudah kita lakukan sehingga
pegawai itu kita minta agar segera bisa memahami bahwa tukin
itu ada tapi dengan konsekuensi seperti ini, nah konsekuensi
seperti ini bentuknya adalah laporan-laporan itu sehingga
bagaimana pengisian atasan langsung itu untuk menilai kinerja
daripada bawahan yang nanti akan dikonversikan pada tukin itu
sendiri.

Baik pak. Ini pak, saya mau mengkonfirmasi sebagaian dari
proses kegiatan tukin itu pak, terkait dengan penyusunan
dokumen prestasi kerja pak, yang didalamnya ada SKP pak, nah
ini berdasarkan laporan evaluasi Biro SDM kita pak, ee..masih
banyak pegawai itu yang SKP nya tidak sesuai pak, tidak sesuai

dalam penyusunannya pak, nah itu gimana bapak melihat itu pak?
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Ya memang kan idealnya dan faktanya, jadi pada tata aturan
tulisan itu kan memang kita harus bisa membaca bagaimana jenis
aktifitas yang ada ditulisan itu, disamping itu juga memang
pekerjaan di Bag SDM ini harus selesai, nah dengan begitu ada
kemungkinan bahwa apakah itu termasuk tugas tambahan atau
yang lain, beberapa hal yang tidak mengarah betul pada tusi yang
sudah mereka beban kan, nah dengan begitu konsekuensinya apa,
konsekuensinya memang SDM kita kan belum sebagaimana
yang tercantum untuk menangani ee..tusi yang sudah ada di
SOTK itu, namun demikian itu saya kira tidak.. tidak mayoritas,
saya kira hanya minoritas, hanya minoritas. Idealnya adalah
memang terukur betul jumlah pekerjaan dengan jumlah pegawai,
kendala kita memang terkait dengan jumlah pegawai. Apapun
apalagi sudah berapa tahun tidak ada rekruitmen PNS, apapun
kan tugas ini harus selesai setiap tahun, sehingga yang
sebenarnya perlu ditambah tenaga kerja atau pegawai karena juga
proses daripada rekruitmen pegawai belum maksimal, sehingga
itu juga harus ditangani oleh semua pegawai yang ada di
organisasi ini, nah ini..ini memang pengaturan dari Kita, dengan
begitu kita akan mengarah kedepan selama nanti jumlah pegawai
mencukupi tentunya akan sesuai dengan yang ada di SKP itu
sesuai real yang ada disana. Dan demikian juga saya kira
memang tidak bisa mengartikan begitu saja ya, SKP dengan jenis
pekerjaan itu, kalau letter leg kan ya sudah ada pekerjaan
dikerjain, nanti duduk, kita coba manfaatkan disela-sela waktu
lapang jam setiap hari pegawai itu juga bisa bisa kita
maksimalkan.

Untuk penyusunan SKP sendiri, apakah pernah diberikan

pelatihan atau semacam bimbingan teknis nya pak?
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Ya itu saya kira, ya itu pernah itu, bagaimana mereka cara
mengisi yang benar, cara mengisi yang benar SKP, karena
memang yang bertanggungjawab atasan langsung, bagaimana
staf itu nanti akan dinilai oleh eselon empat, eselon empat dinilai
oleh eselon tiga, eselon tiga dinilai oleh eselon dua, eselon dua
oleh eselon satu, eselon satu oleh yang lebih tinggi sehingga
disana ada fakta dan tentunya juga kita baca benar gak ini, selama
satu bulan itu, pekerjaan- pekerjaan yang dilakukan itu sesuai

yang mereka tulis.
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ljin ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke
Ibu, tentang kebijakan para implementros dalam melaksanakan
pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan Perkap Nomor 7
Tahun 2020 di Lemdiklat Polri. Menurut ibu, isi dari Perkap
tersebut apakah mudah dipahami?

alhamdulillah, peraturan tersebut sudah bagus, tidak terlalu sulit
untuk dicapai, hanya diperlukan disiplin diri saja...rajin masuk
kantor, datang dan pulang tepat waktu...selama ini tidak ada
masalah...peraturannya sudah ideal menurut saya karena bisa
dicapai dan bisa dilaksanakan oleh seluruh
pegawai...memudahkan, tidak mempersulit

Lalu dalam menjalankan kebijakan tersebut, apakah ada SOP
yang dipedomani bu?

untuk SOP dalam pemberian tunjangan kinerja di Lemdiklat Polri
sendiri mungkin ada...belum liat...selama ini kita membayarkan
tunjangan kinerja ke personel Lemdiklat Polri berdasarkan
sosialisasi yang disampaikan oleh Puskeu Polri, disana dijelaskan
mekanismenya dan kalau ada yang salah atau kurang, biasanya
kami dihubungi oleh Puskeu Polri...belum ada masalah karena
kami mengerjakan sesuai dengan yang kami ikuti di Mabes Polri.
Lalu pemberian tunjangan kinerja ini ada dampak yang baik gak
bu? Dan bagaimana kinerja di Lemdiklat Polri?
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Tentu tambah rajin mba...kehadiran makin baik dibandingkan
sebelum adanya pemberian tunjangan kinerja, ya walaupun saat
ini masih ada beberapa personel yang kurang disiplin dan saya
yakin orangnya itu-itu saja, dalam arti memang sudah
karakternya pemalas, agak susah...sejak pemotongan
diberlakukan, saya lihat juga makin disiplin personel Lemdiklat
Polri

Apakah ada pemotongan bu bagi personel yang tidak disiplin
dalam kehadirannya?

untuk pemotongan sudah, seperti TK, sakit lebih dari 3 hari, dan
cuti

Nah kalau sikap dari para kebijakan ini bagaimana bu? Terhadap
pemberian tunjangan kinerja, apakah sudah komit?

terkadang permasalahan lain yang terjadi adalah ketika bagian
keuangan sudah membuat laporan pembayaran tunjangan
Kinerja, laporan tersebut tinggal tanda tangan KPA saja, akan
tetapi KPA nya keluar kota, atau apa... dimana seharusnya
tanggal 20 sudah cair... kendalanya memang banyak, yang
artinya semua saling berhubungan...terkadang laporan ada
koreksi  dari KPA, sehingga butuh  waktu lagi
memperbaiki...pembayaran tunjangan kinerja belum pernah
terjadi dibawah tanggl 20 dan itulah yang terjadi

Terkait sosialisasi, apakah pernah dilaksanakan?

belum ada sosialisasi di Lemdiklat Polri

Untuk personel yang mengawaki tunjangan kinerja ini, apakah
personel ini khusus adminitrasi tunjangan kinerja?

belum ada verifikator untuk SKP, kalau sekarang yang terjadi,
biasanya pegawai hanya membuat SKP mencontoh dari rekan
kerjanya, yang terkadang tidak sesuai dengan pekerjaaannya, dan
kenyataannya dia sendiri
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tidak melaksanakan pekerjaan itu dalam kesehariannya.
Sebenarnya dibutuhkan sih verifikator, agar output pekerjaan
sesuai dengan rencana pekerjaannya, namun sampai Saat ini,
terkait SKP masih dipukul rata, demikian juga dengan nilainya
juga hanya bersifat administratif saja.

Untuk faktor lingkungan, bagaimana bu, apakah mempengaruhi
pemberian tunjangan kinerja ini?

kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik tidak berkaitan
dengan kebijakan pemberian tunjangan kinerja maupun
pemotongannya, menurut saya ini seluruhnya berhubungan
dengan personel itu sendiri, bagaimana kinerjanya di Lemdiklat

Polri.
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Mohon ijin Bapak, terkait dengan penelitian tesis saya yang
berjudul penerapan pemberian tunjangan kinerja bagi PNS di
Lemdiklat Polri. Ada beberapa aspek yang ingin sy tanyakan dan
konfirmasi ke Bapak. Bagaimana menurut Bapak tentang Perkap
Nomor 7 Tahun 2020 di Lemdiklat Polri? Apakah selama ini
sudah diterapkan?

lya mba, untuk pemberian tunjangan kinerja ini sudah diterapkan
di Lemdiklat Polri, hal ini dapat dilihat dari apa yang sudah kita
terima kan setiap bulan, yaitu tunjangan kinerja sesuai dengan
kelas jabatannya. Unutk  peraturan  tersebut  dapat
diimplementasikan di Lemdiklat Polri karena kami kan fungsi
pembinaan, jadi lebih mudah menerapkannya.

Baik pak, untuk rekap absensi ini, siapa yang melakukan pak dan
bagaimana mekanismenya?

Absensi disini masih manual ya, sayang sih untuk Lemdiklat
Polri sebesar ini, absensi masih manual. Dulu katanya pernah ada
print finger, tapi karena rusak dan gak ada biaya perawatan dan
pengadaan, maka hingga saat ini kembali lagi ke manual. Kami
kumpulir di lapangan dan mereka isi sendiri. Namun ya gitu
banyak yang masih malas tandatangan kehadiran dan masih suka

titip ke temannya.
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Ooh gitu pak, lalu memang bagaimana SOP nya dalam
pemberian tunjangan kinerja ini?

SOP khusus untuk pembayaran tunjangan kinerja belum ada di
Lemdiklat Polri.

Lalu menurut Bapak, kenapa Polri diberikan tunjangan kinerja
dari Pemerintah ya pak?

Yaa karena waktu itu, penilaian Kinerja kita sudah baik mba,
tunjangan kinerja diberikan karena kemampuan Polri dalam
meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada publik.

Jadi ada perubahan yang baik ya pak setelah diberikan tunjangan
Kinerja, tentunya kinerja makin membaik? Benar gitu pak?

Yaa mba, pemberian tunjangan Kkinerja sudah berhasil
meningkatkan disiplin personel di lemdiklat Polri dibandingkan
sebelum ada pemberian tunjangan kinerja...apalagi ditambah
adanya kebijakan pemotongan, semakin kelihatan signifikan
disiplin kehadiran personel...yaa itu, sayangnya sistem absensi
kita masih manual, jadi belum terdeteksi dengan baik tentang
kehadiran personel karena masih ada aja oknum yang
memanipulasi kehadiran anggotanya di ruangan, yaa faktor X
mba.

Jadi pemotongan sudah dilakukan ya pak, namun masih sulit
secara menyeluruh dikarenakan faktor X tadi. Lalu di bag Provost
sendiri apakah ada personel yang mengawaki khusus absensi ini
pak?

Ada mba, tapi tidak khusus, ya sambil kerja yang lain mba.
Makanya terkadang hitungannya suka salah, ya manusia ya mba.
Saya suka suruh cek ulang, yaa kadang masih ada aja salahnya,
kasian yang bener-bener masuk ditulis sakit atau ijin dan terkena
potongan.

Secara sarana prasarana sudah bagus pak?
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Untuk sarana dan prasarana sudah bagus, dari seperangkat
komputer, printer dan jaringan internet bagus. Disediakan Meja
dan kursinya juga.

Menurut Bapak, sikap dari para implementors ini bagaimana
dalam pemberian tunjangan kinerja?

Agak sulit ya mba menggambarkannya, namun yang saya alami,
saya pun kesulitan ketika temen saya melanggar perkap tersebut
dan harus dilakukan pemotongan, hal ini dikarenakan belum
adanya kebijakan tertulis di Lemdiklat Polri terkait komitmen
dari para pelaksana. Yaa karena itu, jadi kami suka terlambat
memberikan rekap absensi ke bagian keuangan. Karena ada hal
yang kami harus konfirmasi dulu sebelum kami melakukan
pemotongan, dalam pasalnya kan begitu ya mba.. biar kita tidak
salah.

Untuk lingkungan nih pak, seperti kondisi sosial, ekonomi dan
politik, apakah mempengaruhi pemberian tunjangan kinerja ini?
Yaa sebaiknya lingkungan stabil ya mba, kita juga harus menjaga

agar tetap kondusif, biar pemberian tunjangan kinerja lancar.
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Selamat siang ibu Shabrina, terkait penelitian saya tentang
penerapan pemberian tunjangan Kinerja di Lemdiklat Polri, ada
beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana tanggapan
ibu terkait isi dari peraturan Kapolri nomor 7 Tahun 2020 tentang
tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi anggota Polri?

Siang mba, yaa isinya sudah bagus mba, isinya mudah dipahami.
Namun kalau dihitung secara manual sih agak ribet dan
membingungkan ya. Tapi menurut saya kalo menggunakan
aplikasi malah jauh lebih efektif dan efisien.

Lalu bagaimana mekanisme pembayaran tunjangan kinerja di
Lemdiklat Polri mba? Apakah sudah sesuai SOP?

Di Lemdiklat Polri ini kami membayarkan ya berdasarkan
rekapan absensi dari provost yang sudah tervalidasi oleh Bag
SDM, namun sayangnya belum ada SOP untuk pembayaran
tunjangan kinerja di Lemdiklat Polri, kita berpedoman dengan
informasi dari Mabes Polri saja dan peraturan Kapolri tentang
pemberian tunjangan Kinerja.

Ooh gitu, terus bu kenapa Polri diberikan tunjangan kinerja ya
dari Pemerintah?

Tentunya karena Polri sudah bagus kinerjanya, lalu mungkin yaa

biar gak korupsi, biar lebih jujur dan loyal terhadap organisasi.
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Lalu bagaiman tentang rekap absensi yang ibu terima, apakah
selama ini sesuai dengan target yang ditentukan?

Gak ada target mba, selama ini saya rekap absensi yang diterima
selalu terlambat, terkadang kami terima tanggal 7, tanggal 10
atau tanggal 15. Padahal sudah disepakati bahwa bagian
keuangan menerima data rekapitulasi absensi paling lambat
tanggal 5 sudah kami terima, namun kenyataannya jarang terjadi.
Sehingga kami kesulitan dalam melakukan verifikasi kepada
personel yang bersangkutan, dan inilah yang menjadi
keterlambatan pembayaran. Pokoknya saya sih, ada data saya
proses, gak ada ya gimana kan mba? Tapi selama ini diterima sih
walaupun jadi telat pembayarannya.

Gak ada yang komplain mba tentang keterlambatan tersebut?
Lalu terkait pemotongan gimana mba?

Ya ada aja mba, tinggal saya bilang, data yang saya terima
memang terlambat, mau gimana.. mungkin karena belum ada
personel yang mengawaki khusus ya, semua kan masih tumpangg
tindih mba kerjanya. Untuk pemotongan yaa, sudah Kita
berlakukan pemotongan kinerja...yang terlambat belum
dikurangi, karena datanya belum ada.

Untuk sosialisasi terkait pemberian tunjangan kinerja ini sesuai
dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2020, apakah sudah
dilaksanakan?

kita hanya mendapatkan sosialisasi dari Mabes Polri terkait
pelatihan dengan metode ceramah dan teknis-teknis bagaimana
penggunaan aplikasi pembayaran tunjangan kinerja, bagaimana
cara pemotongan dan apa saja yang perlu diperhatikan. Dan
kapan pengiriman data harus disampaikan ke Puskeu Mabes Polri
untuk pembayarannya. Saat ini sudah otomatis masuk ke
Rekening pegawai yang bersangkutan, namun tahun 2022 masih
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berupa cek, sehingga pemotongan masih bisa dilakukan, saat ini
karena aplikasi baru lagi, sehingga pemotongan belum dapat
kami lakukan, karena Kkita masih penyesuaian, seperti
keterlambatan informasi rekap absensi dari Subbag Provost
Lemdiklat Polri.

Ibu Shabrina ini khusus menangani tunjangan kinerja atau ada
kerjaan lain?

Gak ada personel khusus mba untuk menangani administrasi ini,
makanya tadi saya sampaikan, sering terlambat karena saya juga
dikejar deadline pencairan anggaran kegiatan dari bag-bag dan
kadang waktu saya tak cukup mba. Jadi saya sisihkan besok lagi
dilanjutkan kerjaannya.

Untuk sarana dan prasarana apakah memadai mba?
Alhamdulillah sih sarana prasarana mah mendukung, ada

seperangkat komputer, printer, kertas, WiFi, meja dan kursi.
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Selamat siang ibu, mohon ijin. Terkait dengan judul tesis yang
saya tulis, saya melihat beberapa aspek dari pemberian tunjangan
kinerja di Lemdiklat Polri. Terkait itu bu, ada beberapa
pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Bagaimana
pemberian tunjangan di Lemdiklat Polri? Apakah ada perbedaan
antara sebelum diberikan dengan sesudah diberikan?

tentunya untuk Kita lebih rajin dan disiplin dalam kehadiran.
Malu kan mba, jika dapat tunjangan kinerja tapi kerjanya masih
suka terlambat atau bolos. Menurut ku harusnya begitu mba. Mau
tunjangan Kinerja, ya rajin kerjanya dong.

Nah menurut ibu, tunjangan kinerja itu diberikan ke Polri, karena
apa ya, bisa dijelaskan?

Tunjangan kinerja adalah apresiasi dari Pemerintah terhadap
kinerja Polri yang diharapkan mampu menghilangkan korupsi.
Lalu jika sedemikian pentingnya, apakah hal ini sudah
disosialisasikan di Lemdiklat Polri?

Dulu sudah mba, pas peraturan itu terbit, tahun berapa ya saya
lupa. Tapi Perkap terbaru ini belum ada sih mba.. Karena kan
pemberin tunjangan kinerja pertama kali diberikan itu pada tahun
2010 lalu ya.. ituun baru beberapa persen saja sih. Kalau sekarang
kan sudah baik, lumayan lah nominalnya. Kalau saat ini

sosialisasinya hanya ada di apel pagi, informasi tentang
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tunjangan kinerja tapi lebih spesifik tentang pemotongan kepada
yang elek-elakan kehadirannya. Ya paling ingatkan gitu aja mba,
karena gak ada anggarannya untuk sosialisasi.

Dalam perhitungan tunjangan kinerja itu, mulai dari rekap
absensi, lalu didata siapa saja yang terlambat, cuti, ijin, sakit dan
seterusnya. Siapa bu yang bertanggungjawab?

Setahu saya itu bagian SDM dan Provost ya, dengan bagian
keuangan. Saya kurang paham sih mekanisme itu mba.

Nah lanjut ke sikap pimpinan nih bu, gimana sikap mereka
terhadap pemberian tunjangan kinerja ini?

Beliau bagus mba, tegas dan sesuai dengan apa yang tertuang
dipengajuan dari bagian keuangan. Dengan dukungan dokumen
harus ada dan lengkap. Kalau sudah oke, ya diajukan ke
Kalemdiklat Polri untuk pengesahan.

Untuk kondisi ekonomi, sosial dan politik, apakah berpengaruh
bu terhadap pemberian tunjangan kinerja di Lemdiklat Polri?
Mmm, sepertinya tidak mba, karena kita kan manut dengan
Mabes Polri ya, kalo Mabes Polri merasa terdampak dengan
lingkungan ekonomi, sosial dan politik, yaaa kami juga

terdampak mba. Tapi selama ini sih gak ada dampak apa-apa.
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Selamat siang ibu Janissa, terkait penelitian saya tentang
penerapan pemberian tunjangan kinerja di Lemdiklat Polri, ada
beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana tanggapan
ibu terkait isi dari peraturan Kapolri nomor 7 Tahun 2020 tentang
tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi anggota Polri?
Menurut saya, sudah baik dan bagus..secara kalo saya baca,
mudah saya pahami walaupun agak sulit untuk dipraktekkan ya.
Maklum lah jakarta macet, kadang situasi kurang
menguntungkan di jalan. Gak bisa ditebak. Udah datang pagi, eh
tau-tau ada kendala, jadilah terlambat.

Lalu kalau tentang absensi kehadiran gitu bu, bagaimana
mekanismenya?

Absensi masih bersifat manual, dulu pernah ada print finger, tapi
sudah rusak karena biaya perawatan yang belum mendukung,
sehingga sudah lebih dari 5 tahun terakhir ini, kita menggunakan
absensi manual. Apel pagi di lapangan dimulai jam 07.00 WIB,
kita tiba 5 menit sebelumnya dan ada perhitungan kehadiran
disana di masing-masing bagian lalu dilaporkan ke biro, nanti ada
Komandan Kompi yang melaporkan kepada pengambil apel pada
pagi itu.

Adakah bag atau personel khusus yang mengawaki administrasi

tunjangan kinerja?
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Mmm, belum ada personel yang mengawaki khusus dalam
urusan administrasi pemberian tunjangan kinerja, seperti rekapan
absensi dan SKP, saat ini masih dikerjakan bergantian.

Kalau terkait sosialisasi, apakah sudah dilaksanakan bu oleh
bagian SDM ini?

Mungkin pas apel pagi itu, sesekali Karorenmin bicara soal
tunjangan kinerja, refresh kembali.

Dalam pemberian tunjangan kinerja, di dalam perkap disebutkan
bahwa selain jumlah kehadiran, data penilaian kinerja berupa
SKP juga harus dilampirkan. Nah di Lemdiklat Polri ini
bagaimana bu?

Kita akui memang Kkita masih belum maksimal dalam
mensosialisasikan terkait penyusunan SKP, itu salah satu
pelayanan kami yang belum optimal. Karena SKP sekarang
model baru, maka kami pun belum sempat mengundang
narasumber ahli untuk menjelaskan hal ini. Sementara ini Kita
mengajari langsung bagi yang ingin belajar, ini pun informasi
kami masih terbatas karena kami bukan ahlinya, hanya untuk
terpenuhinya administrasi. Biasanya SKP kita melihat punya
orang yang sama level jabatan dan tupoksinya, hampir mirip kan.
Karena belum ada arahan dalam mengisi SKP yang baik, maka
itulah yang menjadi patokan kita. SKP ini kan hanya dibutuhkan
awal tahun untuk kinerja tahun sebelumnya. Dan SKP ini hanya
untuk pemenuhan administratif saja, karena sampai saat ini juga
belum ada informasi mana yang salah dan mana yang benar
dalam menyusunnya.

Jadi pemberian tunjangan kinerja hanya sebatas absensi

kehadiran saja bu?
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Lebih berpengaruh ke absensi kehadiran ya, namun untuk
pengisian PPK atau SMK atau SKP, sebenernya hanya faktor
pendukung saja, asal ada.

Sebenarnya kebijakan ini siapa yang berperan penting ya bu
dalam pemberian tunjangan kinerja? Apakah sudah menerapkan
dengan benar apa yang ada di dalam Perkap tunjangan kinerja
itu?

Yaaa, Karorenmin Lemdiklat Polri kalau untuk yang berperan
dalam pemberian tunjangan kinerja ini, beliau mengetahui,
namun yang tanda tangan pengesahan tetap Kalemdiklat Polri.
Karorenmin yang dapat memberikan usulan siapa yang berhak
menerima dan dipotong tunjangan kinerjanya dan diajukan ke
Kalemdiklat Polri.

Kondisi sosia, ekonomi dna politik berpengaruh gak ya bu
terhadap pemberian tunjangan kinerja ini?

Tidak terlalu sih menurut saya, karena kita ini kan dibawah
Mabes Polri ya, seperti waktu jaman Covid-19, kita tetap
menerima full tunjangan kinerja, alhamdulillaah dan gak
dikurangi. Tapi waktu itu sempat dipotong yang sudah eselon 2
ke atas, tapi kami di bawah gak.

Menurut ibu, bagaimana sih sikap dari para pelaksana kebijakan
disini terhadap pemberian tunjangan kinerja?

Mereka tegas sih tapi kadang juga gak, saya masih melihat tidak
enak apalagi terhadap letting dan level di atasnya. Masih sungkan
kalau dipotong, jadi biasanya dikonfirmasi saja, kenapa tidak
hadir atau apa alasannya. Sehingga tunjangan kinerja tetap full
diberikan.
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